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KETUA PENGADILAN NEGERI PALANGKARAYA, 

 

 

MEMUTUSKAN:  

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI  
PALANGKARAYA TENTANG PENUNJUKAN 

PENGELOLA BIAYA PROSES PENYELESAIAN 
PERKARA PADA PENGADILAN NEGERI 

PALANGKARAYA 

KESATU : Menunjuk Sdr. JON MAKMUR SARAGIH, S.H. NIP. 
196505081992031006 Panitera Pengadilan Negeri 

Palangkaraya sebagai Pengelola Biaya Proses 

Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 1 angka 
5, pasal 4 ayat (1), pasal 5 ayat (1), dan (2) Peraturan 

Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2012 tentang 
Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan 
Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan 

Peradilan yang Berada Dibawahnya, maka perlu 
menetapkan keputusan tentang  penunjukan 
pengelola biaya proses penyelesaian perkara pada 

Pengadilan Negeri Palangkaraya; 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang 

Peradilan Umum sebagaimana telah beberapa 
kali diubah, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang 

Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 
2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum; 

2. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 

2012 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara 
dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan 

Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya; 

3. Keputusan Panitera Mahkamah Agung RI Nomor 
002A/SK/PAN/I/2013 tentang Petunjuk 

Pelaksanaan Peraturan MA RI Nomor 3 Tahun 
2012 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara 

dan Pengelolaannya pada MA RI dan Badan 
Peradilan yang Berada di Bawahnya; 
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Penyelesaian Perkara Pada Pengadilan Negeri 
Palangkaraya.  

KEDUA : Biaya  Proses  Penyelesaian  Perkara  adalah  biaya   
yang  dipergunakan   untuk  proses   penyelesaian   
perkara perdata dan  perkara penyelesaian 

perselisihan hubungan industrial  pada Pengadilan 
Negeri Palangkaraya yang dibebankan kepada pihak 

atau para pihak yang berperkara. 

KETIGA : Pengelola Biaya Proses Penyelesaian Perkara 
bertugas untuk melaksanakan hal-hal sebagai 

berikut: 

a. Menunjuk  dan  mengangkat  petugas  pembuat  
komitmen,  bendahara, dan staf pelaksana biaya 

proses; 

b. Merencanakan penerimaan dan pengeluaran 

biaya proses;  

c. Melakukan penerimaan dan pembayaran biaya 
proses;  

d. Menyelenggarakan pembukuan biaya proses;  

e. Menyusun laporan pertanggungjawaban 

pengelolaan biaya proses; 

KEEMPAT : Biaya   proses  penyelesaian  perkara  sebagaimana   
tersebut   pada   Diktum Kedua digunakan  untuk   

membiayai   kegiatan  yang   berkaitan  dengan   
proses penyelesaian perkara  dan pendukung 
lainnya,  antara  lain: 

a. Materai;  

b. biaya redaksi; 

c. alat tulis kantor;  

d. konsumsi persidangan;  

e. penggandaan salinan putusan;  

f. penggandaan/fotokopi berkas perkara dan surat-
surat yang berkaitan dengan berkas perkara; 

g. pemberkasan dan penjilidan berkas perkara yang 
telah diminutasi;  

h. biaya penyelesaian perkara;  

i. pengiriman berkas banding ke Pengadilan Tinggi;  

j. pengiriman berkas kasasi/peninjauan kembali ke 
Mahkamah Agung;  

k. pengarsipan berkas perkara;  

l. monitoring dan evaluasi pelaksanaan 

penyelesaian perkara perdata; 

m. biaya penyumpahan oleh juru sumpah;  

n. biaya relaas/pemberitahuan oleh 

jurusita/jurusita pengganti;  

o. biaya pemeriksaan setempat/peninjauan 
lapangan/ konstatering atau pencocokan 
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objek perkara; 

p. biaya pos/wesel yang diperlukan dalam delegasi 

bantuan relaas sebagai konsekuensi penanganan 
perkara; 

KELIMA : Dengan berlakunya keputusan ini, maka Keputusan 

Ketua Pengadilan Negeri Palangkaraya Nomor 39 
Tahun 2022 tentang Penunjukan Pengelola Biaya 

Proses Penyelesaian Perkara Pada Pengadilan Negeri 
Palangkaraya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, dengan 

ketentuan akan diadakan perbaikan apabila terdapat 
kekeliruan dalam keputusan ini. 

 

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada: 

1. Yth. Ketua Pengadilan Tinggi Palangkaraya. 

2. Yth. Tim Teknis  Anggota  Jaringan Dokumentasi dan 

Informasi Hukum Pengadilan Negeri Palangkaraya. 

3. Yth. Tim Penjaminan Mutu/Tim Kerja RB/ZI PN Plk: 

Manajemen Perubahan, Penataan Tatalaksana, Penataan 

Manajemen SDM, Penguatan Akuntabilitas Kinerja, 

Penguatan Pengawasan, dan Peningkatan Kualitas Pelayanan 
Publik. 

PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada: 

Yth. Panitera Pengadilan Negeri Palangkaraya. 

 
 

Ditetapkan di:   PALANGKARAYA 
Pada tanggal  :  10 Januari 2023 

 
 
 


